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ABSTRAK 
 
RIRIN PRIADI (B111 09 016), HUBUNGAN WEWENANG BADAN 
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN 
MODAL DENGAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DALAM 
PENERBITAN IZIN TAMBANG GALIAN C DI KABUPATEN LUWU 
UTARA, dibimbing oleh Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.si. dan Naswar 
Bohari, S.H., M.H. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kewenangan yang 
dibentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman 
Modal  dengan Dinas Pertambangan dan Energi dalam penerbitan izin 
tambang galian C dan sejauh mana hubungan kewenangan tersebut 
dapat menciptakan pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah dan 
berkepastian hukum di Kabupaten Luwu Utara. 
Penelitian ini dilakukan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu dan Penanaman Modal dan Dinas Pertambangan dan Energi di 
Kabupaten Luwu Utara untuk penelitian lapangan, dan perpustakaan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk penelitian kepustakaan. 
Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian 
kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan membaca serta 
mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung 
dengan objek penelitian yang dijadikan sebagai landasan teoritis, selain 
itu penulis juga melakukan metode penelitian lapangan, dilakukan dengan 
cara wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk 
tanya jawab dengan narasumber. 
Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah: (1)Dalam 
hubungan kewenangan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
dan Penanaman Modal dengan Dinas Pertambangan dan Energi di 
kabupaten Luwu Utara, yang berwenang untuk menerbitkan izin tambang 
Galian C tersebut adalah Badan Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu 
dan Penanaman Modal, tetapi dalam proses penyelesaian izinnya Dinas 
Pertambangan dan Energi melalui tim teknis memiliki kewenangan untuk 
menyetujui atau tidak menyetujui izin yang di mohonkan oleh pemohon 
sebagai rekomendasi kepada kepala BPPTSPM..(2)Sejak dibentuknya 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal di 
kabupaten Luwu Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2012 tentang organisasi dan tata kerja BPPTSPM, proses pengurusan 
perizinan di Kabupaten Luwu Utara menjadi lebih cepat, dan murah. 
Misalnya dalam penerbitan izin tambang galian C yang semula 
pengurusannya pada Dinas Pertambangan dan Energi mencapai 10 hari 
kerja kini dengan dilimpahkannya kepada BPPTSPM dengan tetap 
bekerjasama dengan Dinas Terkait penyelesaiannya paling lambat hanya 
sekitar 7 hari saja dan tidak di pungut retribusi perizinan. 
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DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Salah  satu  pelayanan  publik  yang  memiliki  citra  buruk  dimata 
masyarakat  adalah  pelayanan  perizinan.  Pelayanan  perizinan  
dianggap  salah  satu factor penghambat masuknya investasi. Hal ini 
terlihat dari banyaknya tahap-tahap yang  harus  dilalui  sebelum  memulai  
bisnis  di Indonesia. Pelayanan perijinan merupakan salah satu pelayanan 
publik yang diselenggarakanoleh pemerintah. Buruknya kinerja  pelayanan  
perizinan  oleh  pemerintah  bukan  saja terjadi  di  tingkat  nasional  
namun  yang  paling  krusial  justru  di  tingkat  daerah. 
Beberapa masalah yang sering manjadi keluhan publik terkait 
pelayanan birokrasi pemerintahan oleh aparat (Sinambela dkk,2008:58) 
diantaranya yaitu :  
1. Memperlambat proses penyelesaian suati izin 
2. Mencari  berbagai  dalih,  seperti  kekuranglengkapan  dokumen 
pendukung,  keterlambatan  pengajuan  permohonan,  dan  
dalih  lain yang sejenis 
3. Alasan kesibukan melaksanakan tugas lain. 
4. Sulit dihubungi 
5. Senantiasa memperlambat dengan menggunakan kata-kata 
“sedang diproses” 
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Berbagai  keluhan  dari  masyarakat  mengindikasikan  bahwa  
pemerintah sebagai  abdi  masyarakat  belum  menjalankan  prinsip  good  
government  dalam penyelenggaraan  pelayanan.  Padahal  masyarakat  
mempunyai  hak  untuk memperoleh  pelayanan  yang  baik.  Untuk  itu  
perlu  adanya  evaluasi  mengenai pelayanan  yang  diselenggarakan  
oleh  pemerintah.  Untuk  menilai  kualitas pelayanan  diperlukan  suatu  
standar  agar  pihak  yang  memberikan  pelayanan (pemerintah),  
memiliki  pedoman  bisa  mengarahkan  pemerintah  dalam mewujudkan  
pelayanan  prima  bagi  masyarakat. 
Dalam  bidang  perizinan  pemerintah  selalu  berupaya  melakukan 
penyederhanaan  penyelengaraan pelayanan salah satunya yaitu dengan 
keluarnya suatu  kebijakan  untuk  membentuk  unit  pelayanan  terpadu  
melalui  Permendagri No.  24  Tahun  2006  tentang  Pedoman  
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu.  Penyelenggaraan  
Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  adalah  kegiatan Pintu.  
Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  adalah  kegiatan 
penyelenggaraan  perizinan  dan  non  perizinan  yang  proses  
pengelolaannya  mulai dari tahap permohonan sarnpai ke tahap terbitnya 
dokumen dilakukan dalam satu tempat. (Pasal 1 ayat 11). Dengan adanya 
unit ini maka untuk mengurus berbagai macam  izin,  masyarakat  hanya  
perlu  datang  ke  satu  tempat  sehingga  dapat menghemat waktu dan 
biaya. 
3 
Namun tidak dengan mudah sebagai instansi yang baru dalam 
birokrasi kepemerintahan daerah dalam hal menjalankan suatu sistem 
yang mempunyai prosedur-prosedur dan kewenangan-kewenangannya 
masih berada di bawah instansi tertentu. Selain dari pada itu : 
1.  Kemungkinan adanya konflik-konflik antara Badan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dengan instansi-instansi yang lain,  
2. Pedomana pelayanan perizinan yang  strategis seperti izin 
pertambangan yang kurang jelas, 
3. Tidak jelasnya tugas-tugas dari tim teknis pelayanan perizinan, 
4. Pelayanan perizinan yang terkadang tidak benar benar satu 
pintu, 
5. Masih terbuka ruang untuk pungutan-pungutan liar. 
Maka dari itu perlu adanya suatu hubungan kerja yang baik guna 
memenuhi pelayanan kepada masyarakat yang sehingga terwujudnya 
pemerintahan yang baik (good government).Berdasarkan berbagai 
persoalan di atas, maka perlu adanya antisipasi dari Pemerintah Daerah 
agar nantinya tidak terjadi permaslahan-permaslahan di lingkungan 
pemerintahan. Hal ini tentunya akan mengundang polemik yang akan 
merugikan masyarakat dengan adanya badan atau instansi tersebut. 
Maka dari itu penulis tertarik dan mencoba untuk mengangkat masalah 
tersebut di dalam makalah ini dengan judul “Hubungan Wewenang Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman ModalDengan 
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Dinas Pertambangan dan Energi dalam  Penerbitan Izin TambangGalian 
C di Kabupaten Luwu Utara. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 
dikemukakan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana hubungan wewenang badan pelayanan perizinan 
terpadu satu pintu dan penanaman modal dengan dinas 
pertambangan dan energi dalam penerbitan izin tambang galian 
C di Kabupaten Luwu Utara? 
2. Sejauh manakah hubungan wewenang itu mampu mewujudkan 
pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, dan 
berkepastian? 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui hubungan kewenangan yang dibentuk badan 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal  
dengan dinas pertambangan  dan energi di Kabupaten Luwu 
Utara 
2. Untuk mengetahui pencapaian pelayanan perizinan di kabupaten 
luwu utara. 
 
 
 
5 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Teoritis 
Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pengetahuan pada umumnya dan pengetahuan hukum pada 
khususnya dalam kajian hukum tata negara, tentang bagaimana 
seharusnya hubungan kewenangan antara badan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal dengan dinas 
pertambangan dan energi memberikan izin dan pengeloaan 
pertambangan pada pengusaha di Kabupaten  
Luwu Utara agara pertamabangan tersebut memberikan 
kemakmuran bagi masyarakat Luwu Utara dan tidak membuat 
kerusakan lingkungan. 
2. Praktis  
Secara praktis, diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan bagi 
masyarakat umum khususnya demi terjaminnya penegakan 
hukum yang adil dan tegas dalam kehidupan bermasyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian - pengertian 
1. Otonomi Daerah 
Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, 
pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan 
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sedangkan menurut Suparmoko (Suparmoko, 2002:61) 
mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 
Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, 
bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten / kota 
didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata 
dan bertanggung jawab. 
Yang dimaksud dengan kewenangan otonomi luas adalah 
keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang 
mencakup semua bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, 
pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal agama serta 
kewenangan dibidang lainnya ditetapkan dengan peraturan perundang-
undangan.Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup pula 
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kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 
Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk 
menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang 
secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup dan berkembang di 
daerah. 
Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan 
pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan 
kewenangan kepada daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi 
berupa peningkatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta 
pemeliharaan hubungan yang sehat antara pusat dan daerah serta antar 
daerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 7, 8, 9 tentang 
Pemerintah Daerah, ada 3 dasar sistem hubungan antara pusat dan 
daerah yaitu : 
 Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintah pusat 
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
 Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah 
kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada 
instansi vertikal di wilayah tertentu 
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 Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada 
daerah dan atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban 
melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaannya 
kepada yang menugaskan. 
Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasl 1 ayat 6 
menyebutkan bahwa daerah otonomi selanjutnya disebut daerah adalah 
kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang 
berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. 
Menurut Profesor Oppenhein (Mohammad Jimmi Ibrahim, 2008:50) 
bahwa daerah otonom adalah bagian organis daripada negara, maka 
daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri 
dengan kata lain tetap terikat dengan negara kesatuan. Daerah otonom ini 
merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri. 
Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-
kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan 
masyarakat. Berkaiatan dengan hakekat otonomi daerah tersebut yang 
berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan 
kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam 
penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan 
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data keuangan daerah sangat dibututuhkan untuk mengidentifikasi 
sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang 
harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan 
secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan 
gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik 
penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan 
informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam 
pengelolaan keuangan daerah untuk meliahat kemampuan/ kemandirian 
daerah (Yuliati, 2001:22) 
Selanjutnya tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-
undang No 32 tahun 2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi 
daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-
hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa 
dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung 
jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, 
mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang 
akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. 
Menurut penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, prinsip 
penyelenggaraan otonomi daerah adalah : 
1. penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan aspek 
demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keaneka 
ragaman daerah. 
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, 
nyata dan bertanggung jawab. 
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3. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh di berikan 
pada daerah dan daerah kota, sedangkan otonomi provinsi 
adalah otonomi yang terbatas. 
4. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara 
sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan 
daerah. 
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan 
kemandirian daerah kabupaten dan derah kota tidak lagi wilayah 
administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang 
dibina oleh pemerintah. 
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan 
dan fungsi badan legislatif daerah baik sebagai fungsi legislatif, 
fungsi pengawasan, mempunyai fungsi anggaran atas 
penyelenggaraan otonomi daerah. 
7. Pelaksanaan dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi 
dalam kedudukan sebagai wilayah administrasi untuk 
melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu dilimpahkan 
kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. 
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya 
di pemerintah daerah dan daerah kepada desa yang disertai 
pembiayaan, sarana dan pra sarana serta sumber daya 
manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan 
mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan. 
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2. Pemerintahan Daerah 
Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas 
daerah-daerah Provinsi.Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah 
Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, 
dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan 
undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam UUD 1945. 
Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih 
secara demokratis. 
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten 
dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan 
kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan 
umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara 
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan 
secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. 
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Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan 
undang-undang.Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 
Pemerintahan daerah seperti tersebut di dalam Pasal 18 Undang-
undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah di 
Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan 
ditetapkan dengan undang-undang yang memandang dan mengingat 
dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak 
asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. 
Salah satu unsur reformasi adalah tuntutan pemberian otonomi 
yang luas kepada daerah kabupaten dan kota. Tuntutan ini dinilai wajar, 
paling tidak untuk dua alasan. Pertama, intervensi pemerintah pusat yang 
terlalu besar di masa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya 
kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses 
pembangunan dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Arahan dan 
statutory requirement yang terlalu besar dari pemerintah pusat tersebut 
menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga 
pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai 
tujuan, bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat. 
13 
Besarnya arahan dari pemerintah pusat itu didasarkan pada dua 
alasan utama, yaitu untuk menjamin stabilitas nasional, dan karena 
kondisi sumber daya daerah yang dirasa masih relatif lemah.Karena dua 
alasan ini, sentralisasi otoritas dipandang sebagai prasyarat untuk 
menciptakan persatuan dan kesatuan nasional serta mendorong 
pertumbuhan ekonomi.Pada awalnya pandangan ini terbukti benar. 
Sepanjang tahun 70-an dan 80-an, misalnya, Indonesia mengalami 
pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas politik yang mantap. 
Namun dalam jangka panjang, sentralisasi seperti itu telah memunculkan 
masalah rendahnya akuntabilitas, memperlambat pembangunan 
infrastruktur sosial, rendahnya tingkat pengembalian proyek-proyek publik 
serta memperlambat pengembangan kelembagaan sosial ekonomi di 
daerah. 
Kedua, tuntutan pemberian otonomi ini juga muncul sebagai 
jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules pada 
semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang. Di era 
seperti ini, globalization cascade sudah semakin meluas, pemerintah akan 
semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan, seperti pada 
perdagangan  internasional, informasi dan ide serta transaksi keuangan. 
Di masa depan, pemerintah sudah terlalu besar untuk menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat 
menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 
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Untuk menghadapi krisis ekonomi dan kepercayaan serta era new 
game yang penuh dengan new rules tersebut, dibutuhkan new strategy. 
Strategi itu adalah penyelenggaraan otonomi daerah.Misi utamanya 
adalah desentralisasi. Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan 
menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan 
partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, 
serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di 
seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang 
tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber 
daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan atau 
kebijakan publik ke tingkat pemerintah yang lebih paling rendah yang 
memiliki informasi yang paling lengkap. (Mardiasmo, 2004:3-6) 
Berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 1999 pasal 1 (d) 
tentang pemerintahan daerah memberikan pengertian yakni 
“pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah 
otonom oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah 
(DPRD) menurut asas desentralisasi” 
Pemerintahan daerah tidak lepas dari pemerintah daerah sebagai 
penyelenggara dari pemerintahan daerah.Pemerintah daerah terdiri atas 
kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya yang masing-masing 
menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk daerah provinsi 
kepala daerahnya adalah gubernur dan dibantu oleh seorang wakil 
gubernur , sedangkat perangkat daerah provinsi terdiri dari sekretaris 
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daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Untuk 
daerah kabupaten/kota kepala daerahnya adalah bupati/walikota dan 
dibantu oleh seorang wakil bupati/ wakil walikota, sedangkan perangkat 
daerahnya terdiri dari sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah, 
lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. 
Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalh untuk 
mendorong memberdayakan masyarakat menumbuhka prakarsa dan 
kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, meningkatkan peran 
dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah. Daerah kabupaten dan kota 
tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom yang memiliki 
kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan 
kebijakan menurut prakarsa aspirasi masyarakat (Deddy Supriadi dan 
Dadang Solihin,2001:2) 
Pemberian kedudukan provinsi sebagai daerah otonom dan wilayah 
administrasi dilakukan dengan pertimbangan: 
a. Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan 
daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
b. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas 
daerah kabupaten dan daerah kota serta melaksanakan 
kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan 
oleh daerah kabupaten dan daerah kota. 
c. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang 
dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentralisasi. 
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Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang 
disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, 
untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala 
daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi 
disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk 
kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki 
tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.Kepala daerah juga 
mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan 
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. 
Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai 
wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam 
pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali 
pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan 
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada 
strata pemerintahan kabupaten dan kota.Dalam kedudukannya sebagai 
wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung 
jawab kepada Presiden. 
3. Kewenangan 
Wewenang dalam bahasa inggris disebut Authority.Kewenagan 
adalah otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau 
tidak melakukan sesuatu. Menurut Roobert Bierttedt, bahwa wewenang 
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adalah institusionalized power (kekuasaan yang dilembagakan). 
Sementara itu, menurut Mirriam Budiarjo kewenangan adalah kemampuan 
untuk mempengangaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, 
sehingga tingkah laku terakhir sesuai dengan keinginandari pelaku yang 
mempunyai kekuasaan. Kekuasaan seringkali di pandang sebagai suatu 
hubungan antara dua atau lebih kesatuan, sehingga kekuasaan dianggap 
mempunyai sifat yang rasional.Karenanya perlu dibedakan antara scope 
power dan domain of power.Scope of power atai ruang lingkup kekuasaan 
menunjuk kepada kegiatan, tingkah laku, serta siakap atau keputusan-
keputusan yang menjadi obyek dari kekuasaan.Sementara istilah domain 
of power, jangkauan kekuasaan, menunjuk pada pelaku, kelompok atau 
kolektivitas yang terkena kekuasaan (Muttaqin,2007:48). Dalam kamus 
besar bahasa Indonesia, (Moeliono,1998:101) kata wewenang disamakan 
dengan kata kewenangan, yng diartikan sebagai hak dan kekuasaan 
untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut Bagir 
Manan (Ridwan,2002:74) wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 
dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 
berbuat atau tidak berbuat.Dalam hukum wewenang berarti hak dan 
kewajiban.(Hidjaz, 2007: 24). 
Sementara itu, Marbun (Marbun,2001:122), memberikan pengertian 
berbeda antara kewenangan dan wewenang.Menurutnya, kewenangan 
adalah kekuasaan yang di informalkan baik terhadap segolongan orang 
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tertentu maupun terhadap sesuatau bidang scara bulat, sedangkan 
wewenang (completence, bevoedheid) hanya mengenai bidang tertentu 
saja.Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-
wewenang (rechtsbevoegdheden).Menurutnya, wewenang adalah 
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau 
kemampuan bertindak yang diberikan oeraturan perundang-undangan 
untuk melakukan hubungan hukum (Hidjaz,2007:43).Sedangkan 
kewenagan dalam konteks penyelenggaraan Negara terkat pula dengan 
paha kedaulatan (souveregnity). Dalam konteks wilayah hukum dan 
kenegaraan, orang yang berjasa memperkenalkan gagasan-gagasan 
kedaulatan adalah Jean Bodin dan setelah itu dilanjutkan oleh Hobbes 
(Muttaqin,2007:48-49). 
Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aritoteles 
menyebut hukum sebagai sumber kekuasaan.Dalam pemerintah yang 
berkonstitusi hukm haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para 
penguasa agar pemerintahan terarah untuk kepentingan, kebaikan, dan 
kesejahteraan umum.Dengan meletakkan hukum sebagai sumber 
kekuasaan, para penguasa harus menaklukan diri dibawah 
hukum.Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya Plato, 
yang meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan. Karena 
menurut Plato, pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia 
ke pengenalan yang benar (Muttaqin,2007:49) 
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Karena itu, jika dilihat dari sifatnya – demikian (Marbun,2001:123) – 
wewenang pemerintahan dapat dibedakan atas expressimlied, fakultatif 
dan vrij bestuur.Wewenang pemerintahan yang bersifat experissimlied 
adalah wewenang yang jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu 
tertentu dan tunduk pada batasan batasan hukum tertulis dan hukum tidak 
tertulis, isinya dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat individual 
kongkrit.Wewenang pemerintahan bersifat fakultatif adalah wewenang 
yang peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan 
bagaimana suatu wewenagn dapat diperguakan.Wewenang pemeritah 
yang bersifat vrij bestuur adalah wewenang yang peraturan dasarnya 
memberikan ruang lingkup kepada pejabat tata usaha negara untuk 
mempergunakan wewenang yang dimilikinya (Hidjaz,2007:43-44).Berbeda 
dengan kewenangan ada juga yang disebut dengan otoritas (kekuasaan). 
Bila kita melihat dari uraian diatas tersebut, pada hakikatnya tidak 
ada perbedaan pengertian antara kewenangan dengan wewenang. Oleh 
karena wewenang formal adalah kekuasaan yang bersumber pada 
hukum, berarti kekuasaan lembaga-lembaga Negara berdasarkan UUD 
NRI 1945 tiada lain adalah wewenang formal. 
Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas 
(legaliteisbeginsel atau het beginsel van wetmatigheid van bestuur), 
berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal 
dari  peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi 
pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritis, 
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kewenangan yang bersumber dari perauran perundang-undangan 
tersebut di peroleh melalui tiga cara yaitu atribusi delegasi, mandate. 
Indroharto (Ridwan HR:2006:103-104)  mengatakan bahwa pada atribusi 
terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu 
ketentuan dalam peruturan perundang-undangan. Di sini dlahirkan atau 
diciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator 
yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu 
dibedakan antara: 
a. Yang berkedudukan sebagai original legislator; di Negara kita 
tingkat pusat adalah MPR sebagai pembuat konstitusi dan DPR 
bersama-sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan 
suatu undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan 
pemda yang melahirkan pemerintahan daerah; 
b. Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti presiden 
yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang 
mengeluarkan peruturan pemerintah di mana diciptakan 
wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau 
jabatan pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha 
Negara tertentu. 
Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah 
ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh 
wewenang pemerintahan secara atributif kebada badan atau jabatan tata 
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usaha Negara lainnya.Jadi suatu dekegasi selalu didahului oleh adanya 
suatu atribusi wewenang. 
Mengenai atribusi delegasi dan mandat ini, H.D. van Wijk/Willem 
Konijnenbelt (Ridwan HR, 2006:104-105) mendefinisikan sebagai berikut. 
a. Atributie: toekenning van een bestuursbevooeghaid door en 
wetgever aan een bestuursorgaan, (atribusi adalah pemberian 
wewenang pemeintahan oleh pembuat undang-undang kepada 
organ pemerintahan). 
b. Delegatie: overdracth van een bevoeghed van het ene 
bestuursorgaan aan een der, (delegasi adalah pelimpahan 
wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada 
organ pemerintahan lainnya). 
c. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn beveogheid nemens hem 
uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ 
pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh 
organ pemerintahan lainnya atas namanya). 
Berdasarkan keterangan tersebut diatas, tampak bahwa wewenang 
yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan 
perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh 
kewenangan secra langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu 
perutran perundang-umdangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang 
dapat menciptakanwewenang baru atau memperluas wewenang yang 
sudah ada dengan tanggung jawab inthern dan ekstern pelaksanaan 
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wewenang yang di atribusikan sepenuhnya berada pada penerima 
wewenang (atributaris).Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, 
namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada 
pejabat lainnya.Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi 
delegasi (delegans), tetapi beralih kepada penerima delegasi 
(delegataris). Sementara itu, pada mandat, penerima mandat (mandataris) 
hanya bertindak untuk dan atas namapemberi mandat (mandans), 
tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada 
pada mandans. Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandate ini 
bukan pihak lain dari pemberi mandat. 
4. Perizinan 
Dalam menjalankan fungsinya hukum memerlukan berbagai 
perangkat dengan tujuan agar hukum memiliki kinerja yang baik. Salah 
satu kinerja yang membedakan dengan yang lain adalah bahwa hukum 
memilki kaidah yang bersift memaksa, artinya apabila kaidah hukum 
dituangkan ke dalam sebuah perundang-undangan maka setiap orang 
harus melaksanakannya. 
Selain itu mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau 
kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memilki 
kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsesi.Dispensasi adalah 
keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari 
kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu.Izin adalah suatu 
keputusan administrasi Negara yang memperkenankan suatu perbuatan 
yang pada umumnya dilarang, tetapi diperkenankan dan bersifat 
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kongkrit.Konsesi adalah suatu perbuatan yang penting bagi umum, tetapi 
pihak swasta dapat turut serta dengan syarat pemerintah ikut campur. 
Izin disini dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan 
kontribusi positif terhadap aktivitas ekonomi terutama dalam menggali 
pendapatan asli daerah (PAD) dan mendorong laju investasi.Suatu izin 
yang diberikan pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi 
yang aman dan tertib agar setiap kegiatannya sesuai dengan 
peruntukannya. Di sisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah sering 
kali dihubungkan dengan PAD, karena pendapatan merupakan hal yang 
penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah. Tanpa pendapatan 
yang memadai, mustahil ototnomi daerah itu bisa terwujud. 
Ateng Syafrudin (Juniarso Ridwan,2009:91) mengatakan, izin 
bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang dilarang 
menjadi boleh. Penolakan akan permohonan izin memerlukan perumuan 
limitatif. 
Kemudian asep warlaf yusuf (Juniarso Ridwan,2009:91) 
mengatakan bahwa izin sebagai suatu instrument pemerintah yang 
bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum 
administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sejalan dengan 
hal tersebut Ateng syafrudin (Juniarso Ridwan,2009:91-92) membedakan 
perizinan menjadi empat macam : 
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a. Izin, bertujuan dan berarti menghilangkan halangan; hal dilarang 
menjadi boleh penolakan atas permohonan izin memerlukan hal 
limitatif. 
b. Dispensasi, bertujuan untuk menembus rintangan yang 
seharusnya secara formal tidak diizinkan, jadi dispensasi hal yang 
khusus. 
c. Lisensi, adalah izin yang memberikan hal untuk 
menyelenggarakan suatu perusahaan. 
d. Konsesi, merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjan 
besar berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya 
menjadi tugas pemerintah, namun oleh perintah diberi hak 
penyelenggaraannya kepda pemegang izin yang bukan pejabat 
pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual, atau bentuk 
kombinasi atau lisensi dengan pemberian status tertentu dengan 
hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu. 
Izin disini dimaksudkan untuk mencipatakan kegiatan yang positif 
terhadap aktivitas pembangunan. Suatu izin yang dikeluarkan pemerintah 
dimaksudkan untuk memberikan keadaan yang tertib dan aman sehingga 
yang menjadi tujuannya akan sesuai dengan yang menjadi peruntukannya 
pula. 
Dalam hal ini Sjachran Basah (Juniarso Ridwan,2009:92), memberi 
pengertian tentang izin yaitu perbuatan hukum administrasi negara 
bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal kontreo berdasarkan 
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persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Izin ditetapkan oleh pejabat Negara, sehingga dilihat dari 
penempatannya maka izin adalah instrument pengendalian dan alat 
pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Di sisi lain bila 
dilihat dari pengertian keputusan tata usaha negara itu sendiri, izin memilki 
sifat-sifat keputusan tersebut, yaitu bahwa izin bersifat kongkrit. Artinya 
objek yang diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak abstrak 
melainkan berwujud, tertentu, dan ditentukan.Izin memiliki sifat individual, 
artinya bahwa dalam izin tersebut harus disebutkan dengan jelas siapa 
yang diberikan izin. Izin tidak bersifat final, dimana dengan izin seseorang 
telah mempunyai hak  untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai 
dengan isinya yang secara definitive dapat menimbulkan akibat hukum 
tertentu. Sehingga dengan perizinan ada sesuatu yang dituju yaitu : 
a. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu. 
b. Mencegah bahaya yang mungkin akan timbul, sebagai contoh 
dalam izin yang berkaitan dengan lingkungan, yaitu izin dapat 
mencegah adanya pembuanagn limbah yang berlebihan.  
c. Untuk melindungi obyek-obyek tertentu, seperti cagar budaya 
dan lain sebagainya. 
d. Membagi benda-benda yang sedikit. 
e. Mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan 
aktivitas. 
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Dapat disebutkan bahwa izin merupakan suatu perangkat hukum 
administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan 
warganya.Adanya kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan 
pembangunan sesuai peruntukannya, disamping itu agar lebih 
berdayaguna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap 
masyarakat dan pembangunan.Lebih jauh lagi melalui system perizinan 
diaharapkan dapat tercapainya tujuan tertentu diantaranya adanya suatu 
kepastian hukum, perlindungan kepentingan umum, pencegahan 
kerusakan atau pencemaran lingkungan, pemerataan distribusi barang 
tertentu. 
5. Pertambangan 
Dalam Undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan 
mineral dan batubara pasal 1, Pertambangan adalah sebagian atau 
seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan 
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, 
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasaca tambang. 
Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kegiatan usaha 
pertambangan dikelola berdasarkan asas : 
a. Manfaat, keadilan dan keseimbangan, 
b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa, 
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c. Partisipatif, tranparansi, dan akuntabilitas, 
d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 
Dan bertujuan untuk : 
a. Menjamin efektivitas pelaksanaa dan pengendalian kegiatan 
usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan 
berdaya saing. 
b. menjamin  nlanfaat  pertambangan  mineral  dan  batubara 
secara berkelanjutan dan benvawasan lingkungan hidup; 
c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan 
baku  dan/atau  sebagai  sumber  energi  untuk  
kebutuhandalam negeri; 
d. rnendukung  dan  menumbuhkembangkan  kemampuan 
nasional  agar  lebih  mampu  bersaing  di  tingkat  nasional, 
regional,  dan internasional; 
e. meningkatkan  pendapatan  masyarakat  lokal,  daerah,  dan 
negara,  serta  menciptakan  lapangan  kerja  untuk  sebesar-
besar kesejahteraan rakyat; dan 
f. menjamin  kepastian  hukum  dalam  penyelenggaraan kegiatan 
usaha pertambangan mineral dan batubara 
Sektor pertambangan, khususnya pertambangan umum, menjadi 
isu yang menarik khususnya setelah Orde Baru mulai mengusahakan 
sektor ini secara gencar. Pada awal Orde Baru, pemerintahan saat itu 
memerlukan dana yang besar untuk kegiatan pembangunan, di satu sisi 
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tabungan pemerintah relatif kecil, sehingga untuk mengatasi 
permasalahan tersebut pemerintah mengundang investor-investor asing 
untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya di Indonesia. 
Adanya kegiatan pertambangan ini mendorong pemerintah untuk 
mengaturnya dalam undang-undang (UU).UU yang berkaitan dengan 
kegiatan pertambangan, UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara.Dalam UU tersebut pemerintah memilih 
mengembangkan pola Kontrak Karya (KK) untuk menarik investasi 
asing.Berdasarkan ketentuan KK, investor bertindak sebagai kontraktor 
dan pemerintah sebagai prinsipal.Di dalam bidang pertambangan tidak 
dikenal istilah konsesi, juga tidak ada hak kepemilikan atas cadangan 
bahan galian yang ditemukan investor bila eksploitasi berhasil. 
Berdasarkan KK, investor berfungsi sebagai kontraktor. 
Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak 
dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan 
pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial 
yang relatif lebih tinggi dibandingkan pengusahaan komoditi lain pada 
umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut 
pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) 
baru.Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah 
dengan adanya penemuan. 
Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu 
(eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan 
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cadangan (produksi), risiko teknologi yang berhubungan dengan 
ketidakpastian biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan 
harga, dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan 
perubahan pajak dan harga domestik.Risiko-risiko tersebut berhubungan 
dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu 
produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih 
tinggi menuntut pengembalian keuntungan (Rate of Return) yang lebih 
tinggi 
Dasar kebijakan publik di bidang pertambangan adalah UUD 1945 
pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa: bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 
Bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni Golongan A (yang 
disebut sebagai bahan strategis), Golongan B (bahan vital), dan Golongan 
C (bahan tidak strategis dan tidak vital).Bahan Golongan A merupakan 
barang yang penting bagi pertahanan, keamanan dan strategis untuk 
menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan 
untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak, uranium dan 
plutonium.Sementara, Bahan Golongan B dapat menjamin hayat hidup 
orang banyak, contohnya emas, perak, besi dan tembaga.Bahan 
Golongan C adalah bahan yang tidak dianggap langsung mempengaruhi 
hayat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur 
dan asbes. Industri pertambangan 
30 
Adapun kriteria penggolongan bahan galian didasarkan beberapa 
faktor sebagai berikut : 
a. Nilai strategis atau ekonomis bahan galian terhadap negara. 
b. Terdapatnya sesuatu bahan galian di dalam alam. 
c. Penggunaan bahan tambang bagi industri. 
d. Pengaruhnya terhadap kehidupan orang banyak. 
e. Pemberian kesempatan pengembangan pengusahaan. 
f. Penyebaran pembangunan didaerah. 
Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu 
pada konsep Pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan 
berkelanjutan, yang meliputi : 
 Penyelidikan umum (Prospecting) 
 Eksplorasi : eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci 
 Studi kelayakan : teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi 
amdal) 
 Persiapan produksi (development, construction) 
 Penambangan (Pembongkaran, Pemuatan,Pengangkutan, 
Penimbunan) 
 Reklamasi dan Pengelolaan Lingkungan 
 Pengolahan (mineral dressing) 
 Pemurnian / metalurgi ekstraksi 
 Pemasaran 
 Corporate Social Responsibility (CSR) 
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 Pengakhiran Tambang (Mine Closure) 
 
B. Kewenagan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin 
Tambang 
Dalam pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan undang-undang 
no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimulai pada 
tanggal 15 oktober 2004, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 
mengelola dan memanfaatkan galian tambang untuk kesejahteraan 
masyarakat daerah. Dasar hukum kewenangan ini terdapat pada pasal 14 
ayat 3 yang pada dasarnya menyatakan bahwa daerah di beri 
kewenangan untuk mengelola sumber daya nasional yang terdapat di 
wilayahnya.Kewenangan yang dimaksud telah dirinci dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan 
pemerintahan antara pemerintah, pemerintah provensi, dan pemerintah 
kabupaten/kota. 
Sumber daya mineral (bahan galian atau bahan tambang) 
merupakan salah satu potensi sumber daya nasional yang ada di 
daerah.Bahan tambang atau bahan galian tersebut merupakan sumber 
daya alam yang tak dapat terbaharukan sehingga dalam pengelolaannya 
untuk kesejahteraan rakyat harus sebijaksana mungkin karena 
kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya ini hanya dating satu kali 
saja. 
Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah diatur tentang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah 
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pusat, pemerintah provensi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kewenagan 
daerah tersebut terdiri dari urusn wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib 
adalah urusan pemerintahan yang wajib dilakukan oleh pemerintah 
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan 
pelayanan dasar (Pasal 7 ayat 1 PP No. 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi, dan pemerintah kebupaten/kota). Urusan pilihan adalah urusan 
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat ssuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi 
daerah yang bersangkutan. (Pasal 7 ayat 3 PP No. 38 Tahun 2007 
Tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, dan pemerintah kebupaten/kota). 
Pemerintah daerah memiliki kewenangan dibidang penerbitan 
perizinan, hal ini dapat dilihat pada urusan-urusan yang menjadi 
kewenagan pemerintah daerah yang terdapat pada pasal 10 ayat 1 
undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang 
berbunyi : 
(1) Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenanganannya, kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan 
pemerintah. 
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah mengurus sendiri 
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urusan pemerintahan berdasarkan dengan otonomi dan tugas 
pembantuan. 
(3) Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : 
a. Politik luar negeri; 
b. Pertahanan;  
c. Keamanan; 
d. Yustisi; 
e. Moneter dan Fiskal nasional. Dan 
f. Agama  
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria 
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan 
keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.Urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan 
berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. 
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 
provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah 
urusan.Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan 
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi 
unggulan daerah yang bersangkutan. 
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah 
kabupaten atau daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten 
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atau kota meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau 
kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata 
ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang 
bersangkutan. 
Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan 
pemerintahan daerah lainnya.Hubungan tersebut meliputi hubungan 
wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam, dan sumber daya lainnya.Hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan 
secara adil dan selaras.Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan 
umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 
menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan 
pemerintahan. 
Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah kebupaten/kota di bidang energi dan sumber daya 
mineral, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang 
Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan 
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daerah provensi dan pemerintahan daerah kabupaten kota, dibagi atas 3 
sub bagian diantaranya 
1. Mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah 
Dalam bidang ini pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki 
kewenangan, sebagai berikut : 
a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah 
kabupaten/kota di bidang mineral, batubara, panas bumi, dan 
air tanah. 
b. Penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha 
pertambangan mineral dan batubara serta panas bumi skala 
kabupaten/kota. 
c. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah  skala 
kabupaten/kota. 
d. Pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin 
penggalian dan izin penurapan mata air pada cekungan air 
tanah pada wilayah kabupaten/kota. 
e. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batubara dan 
panas bumi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) 
dari wilayah kewenangan provinsi. 
f. Pemberian izin usaha pertambangan mineral, dan batubara 
untuk operasi produksi, yang berdampak lingkungan langsung 
pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah 
kewenangan provinsi. 
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g. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha 
pertambangan mineral, batubara dan panas bumi, pada 
wilayah kabupaten/kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah 
kewenangan provinsi. 
h. Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, 
batubara, dan panas bumi dalam rangka  PMA dan PMDN di 
wilayah kabupaten/kota. 
i. Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin 
usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi 
dalam rangka penanaman modal di wilayah kabupaten/kota. 
j. Pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan 
kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan 
pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah 
terhadap usaha pertambangan mineral, batubara dan panas 
bumi, pada wilayah kabupaten/kota. 
k. Pembinaan dan pengawasan pengusahaan KP dalam wilayah 
kabupaten/kota. 
l. Pembinaan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan 
Kerja, lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan 
pasca tambang, konservasi dan peningkatan nilai tambah 
terhadap KP dalam wilayah kabupaten/kota. 
m. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah 
dalam wilayah kabupaten/ kota. 
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n. Pengelolaan data dan informasi mineral, batubara, panas 
bumi dan air tanah serta pengusahaan dan SIG wilayah kerja 
pertambangan di wilayah kabupaten/kota. 
o. Penetapan potensi panas bumi dan air tanah serta neraca 
sumber daya dan cadangan mineral dan batubara di wilayah 
kabupaten/kota. 
p. Pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang serta 
pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota. 
2. Geologi 
Yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam 
bidang ini, sebagai berikut : 
a. Pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, 
batubara, panas bumi, migas dan air tanah pada wilayah 
kabupaten/kota. 
b. Pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan 
lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota. 
c. Penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan 
lindung geologi pada wilayah kabupaten/kota. 
d. Penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, 
kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi di 
wilayah kabupaten/kota. 
e. Pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, 
kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi 
pada wilayah kabupaten/kota. 
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f. Pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi pada wilayah 
kabupaten/kota. 
g. Inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana 
geologi, pada wilayah kabupaten/kota. 
h. Pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi pada 
wilayah kabupaten/kota. 
i. Pengelolaan informasi bencana geologi pada wilayah 
kabupaten/kota. 
j. Pelaksanaan pembinaan fungsional penyelidik bumi nasional 
pada wilayah kabupaten/kota. 
k. Pengelolaan data dan informasi geologi pada wilayah 
kabupaten/kota. 
3. Minyak dan Gas Bumi 
Dalam bidang ini kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota 
dibagi atas 3 sub bidang, sebagai berikut : 
1. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) 
a. Penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan 
gas bumi bersama pemerintah. 
b. Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak 
kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada 
wilayah kabupaten/kota. 
2. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas 
a. Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di 
sub sektor migas. 
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b. Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga 
bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai 
konsumen akhir di  wilayah kabupaten/kota. 
c. Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan 
kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi 
terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah 
kabupaten/kota. 
d. Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat 
penyimpanan migas. 
e. Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar untuk Umum (SPBU). 
3. Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi 
a. Pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak 
dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan 
dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten/kota dan 1/3 
(sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi. 
b. Pengangkatan dan pembinaan inspektur migas serta 
pembinaan jabatan fungsional kabupaten/kota. 
Dilihat dari ruang lingkup kewenangan daerah diatas, dapat 
dipastikan bahwa urusan penerbitan izin termasuk dalam urusan otonomi 
daerah.Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah maka administrasi 
Negara mempunyai tugas untuk mewujudkan kesejahteraan umum.Untuk 
menjalankan tugas pokoknya tersebut, administrasi Negara telah diberikan 
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alat perlengkapan pemerintah dengan wewenang istimewa, yakni suatu 
kewenagan yang memungkinkan administrasi Negara untuk menjalankan 
tugas pokoknya tersebut. 
Pejabat administrasi Negara yang memiliki kewenangan untuk 
memberikan perizinan berada/terletak pada tangan kepala daerah 
sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah (PERDA) dan keputusan 
kepala daerah yang menjadi dasar hukumnya.Surat keputusan kepala 
daerah yang berisikan tentang perizinan merupakan salah satu bentuk 
ketetapan yang terdapat dalam lapangan hukum publik, oleh karenanya 
sifat hubungan yang timbul dari perizinan termasuk perbuatan hukum 
public dari administrasi negara, perbuatan hukum yang termaksud yang 
dilakukan oleh pejabat administrasi negara.Ini termasuk bentuk ketetapan 
yang pada umumnya tertulis. Tertulis artinya bahwa ketetapan tadi berupa 
surat keputusan kepala daerah yang diterbitkan dalam suatu surat 
keputusan, maka sesungguhnya ketetapan yang menyangkut pemberian 
izin memiliki unsur : 
a. Positif, artinya ketetapan tadi telah menimbulkan hak dan 
kewajiban baru bagi pemohon perizinan. 
b. Ekstern, artinya bahwa dalam ketetapan tadi terdapat hubungan 
hukum antara pemerintah , dalam hal ini pejabat administrasi 
negara sebagai aparatur pemerintahan, dengan orang-
perorangan atau badan hukum perdata selaku pemohon 
perizinan. 
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Pemerintah daerah dalam mengurus apa yang menjadi 
kewenangannya senantiasa mengeluarkan kebijakan-kebijakan sesuai 
dengan kebutuhan setempat dalam bentuk peraturn daerah (PERDA), 
keptusan kepala daerah, dan peraturan-peraturan lainnya. Salah satu 
bentuk kewenangan tersebut adalah perizinan. 
Pasal 157 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah 
daerah untuk menggali pendapatan daerahnya masing-masing sesuai 
dengan potensi yang ada di daerahnya. Tiap-tiap daerah mempunyai 
potensi sumber pendapatan daerah yang tidak sama. 
Pasal 1 butir 7 undang-udang nomor 4 tahun 2009 tentang 
pertambangan mineral dan batubara menyatakan izin usaha 
pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk 
melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri atas dua tahap (Pasal 36 
ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara) 
a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan pennyelidikan umum, eksplorasi, 
dan study kelayakan. 
b. IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. 
Izin usaha pertambangan diberikan oleh bupati/walikota dalam 
wilayah satu kabupaten/kota, apabila berada pada lintas wilayah 
kabupaten/kota dalam 1 provinsi diterbitkan oleh gubernur setelah 
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mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Kegiatan pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (UU minerba). U 
ntuk lebih merinci pelaksanaan dari undang-undang ini diturunkan kembali 
dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang salah satunya adalah PP 
No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral dan Batubara.berdasarkan PP ini komoditas pertambangan 
dikelompokkan dalam 5 golongan, yaitu : 
a. Mineral Radioaktif antara lain : radium, thorium, uranium 
b. Mineral Logam antara lain : Emas, Tembaga 
c. Minreral Bukan Logam antara lain: Intan, Bentonit 
d. Batuan antara lain : andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian 
dari bukit, kerikil sungai, pasir urug 
e. Batubara antara lain : batuan aspal, batubara, gambut 
Saat ini kegiatan pertambangan yang lebih dikenal adalah kegiatan 
pertambangan untuk komoditas mineral logam antara lain : emas, 
tembaga, nikel, bauskit, dan komoditas batubara. Selain komoditas 
mineral utama dan batubara ini, kmoditas batuan memiliki peran yang 
sama pentingnya terutama dalam memberikan dukungan material untuk 
pembangunan infrastruktur antara lain : pendirian sarana infrastruktur 
jalan, pembanunan perumahan, dan gedung perkantoran. Terminologi 
bahan galian golongan C yang sebelumnya diatur dalam UU No. 11 tahun 
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1967 telah diubah berdasarkan UU no. 4 Tahun 2009, menjadi batuan, 
sehingga penggunaan istilah bahan galian golongan C sudah tidak tepat 
lagi dan diganti menjadi batuan. 
Pemberiaan izin usaha pertambangan (IUP) batuan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 dalakukan dengan cara 
permohonan wilayah. Permohonan wilayah maksudnya adalah setiap 
pihak badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang ingin memiliki izin 
usaha pertambangan (IUP) harus menyampaikan permohonan kepada 
menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. 
Izin usaha pertambangan (IUP) di berikan oleh menteri ESDM 
(selanjutnya disebut menteri), gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: 
badan usah, koperasi atau perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan 
yaitu, pemberian wilayah izin usaha petambangan (WIUP) dan pemberian 
izin usaha pertambangan (IUP). Pembagian keenangan menteri, 
gubernur, dan bupati/walikota, adalah : 
a. Menteri ESDM, untuk permohonan wilayah yang berada lintas 
wilayah provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis 
pantai. 
b. Gubernur, untuk permohonan wilayah yang berada lintas wilayah 
kabupaten/kota dalam 1 provinsi atau wilayah laut 4 sampai 12 
mil dari garis pantai. 
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c. Bupati/walikota, untuk permohonan wilayah yang berada 1 
wilayah kabupaten/kota atau wilayah laut sampai dengan 4 mil. 
Izin usaha pertambangan (IUP) di berikan oleh menteri ESDM 
(selanjutnya disebut menteri), gubernur, atau bupati/walikota sesuai 
dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: 
badan usah, koperasi atau perseorangan. IUP diberikan melalui 2 tahapan 
yaitu, pemberian wilayah izin usaha petambangan (WIUP) dan pemberian 
izin usaha pertambangan (IUP). 
Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 
pengelolaan pertambangan terdapat pada pasal 8 undang-undang nomor 
4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, diantaranya : 
a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah; 
b. Pemberian IUP (izin usaha pertambangan) dan IPR (izin 
pertambangan rakyat), pembinaan penyelesaian konflik 
masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah 
kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil; 
c. Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta 
eksplorasi dalam rangka memperoleh data mineral dan 
batubara; 
d. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan 
batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah 
kabupaten/kota; 
e. Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada 
wilayah kabupaten/kota; 
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f. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat 
dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian 
lingkungan; 
g. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat 
kegiatan usaha pertambangan secara optimal; 
h. Penyampaian hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan 
penelitian serta eksplorasi dan eksploitasi kepada menteri dan 
gubernur; 
i. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, 
serta ekspor kepada menteri dan gubernur; 
j. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan 
pertambangan; dan 
k. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kebupaten/kota 
dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan. 
C. Kewenangan Instansi Pemerintahan Daerah Dalam Proses 
Penyelenggaraaan Pelayanan Izin Tambang  
1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan 
Penanaman Modal 
Badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman 
modal dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten luwu utara 
nomor 3 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja badan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal. Pasal 1 butir 7 Perda 
no 3 tahun 2012 menyebutkan, badan pelayanan perizinan terpadu satu 
pintu dan penanaman modal yang selanjutnya disingkat BPPTSPM adalah 
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perangkat pemerinah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi 
mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan penanaman modal di 
daerah dengan system satu pintu. 
Dalam perda nomor 3 tahun 2012 pasal 4, 5, dan 6 disebutkan 
tentang tugas pokok, fungsi, dan kewenangan BPPTSPM, yaitu 
BPPTSPM mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan 
penyelenggaraan serta pelayanan administrasi di bidang perizinan dan 
non perizinan, secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi, simplifikasi, transparan, akuntabel, dan keamanan. 
Dalam melaksanankan tugas pokoknya BPPTSPM 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan 
non perizinanan serta penanaman modal; 
b. Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai 
dengan kewenangannya; 
c. Pelaksanaan validasi, legalisasi, dan otorisasi pelayanan 
perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangannya; 
d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal; 
e. Penanganan pengaduan masyarakat berkaitan dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik; 
f. Pengembangan system pelayanan publik; 
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
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BPPTSPM mempunyai kewenangan memproses perizinan dan non 
perizinan atas nama dan dengan pendelegasian dari bupati sebagai 
pelimpahan kewenangan dari kepala satuan kerja perangkat daerah 
sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat pelimpahan 
kewenangan oleh bupati. 
Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara nomor 10 tahun 
2012 diatur mengenai pelimpahan kewenangan perizinan, non perizinan, 
dan penanaman modal kepada badan pelayanan perizinan terpadu satu 
pntu dan penanaman modal, yang meliputi : 
a. Pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi 
kewenangan pemerintah kabupaten luwu utara; 
b. Pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan dengan 
menggunakan system informasi pelayanan perizinan; 
c. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai 
ketentuan perundang-undangan; 
d. Penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan 
e. Pelaporan pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan 
kepada bupati per triwulan dan / atau sewaktu-waktu apabila 
diperlukan; dan 
f. Penyampaian data setiap perizinan kepada SKPD teknis setiap 
bulan sebagai bahan pembinaan dan evaluasi. 
Jenis perizinan dari dinas pertambangan yang dilimpahkan kepada 
badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal : 
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a. Izin usaha jasa pertambangan 
b. Izin usaha jasa pertambangan umum 
c. Izin usaha pertambangan operasi produksi 
d. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentinga umum 
e. Izin usaha jasa penyedian tenaga listrik untuk kepentingan 
pribadi 
f. Izin usaha industry penunjang ketenaga listrikan  
g. Izin pemanfaatan air bawah tanah 
Susunan organisasi pada badan pelayanan perizinan terpadu satu 
pintu dan penanaman modal berdasakan peraturan daerah kabupaten 
luwu utara nomor 3 tahun 2012, terdiri dari : 
a. Kepala bagian;  
b. Bagian tata usaha terdiri dari 
1. Sub bagian umum dan kepegawaian; 
2. Su b bagian perencanaan dan pelaporan; dan 
3. Sub bagian keuangan; 
c. Bidang pelayanan perizinan dan non perizinan 
d. Bidan pengembangan kinerja dan pelayanan pengaduan, terdiri 
dari: 
1. Sub bidang pengembangan kinerja; dan 
2. Sub bidang regulasi dan pelayanan pengaduan; 
e. Bidang penanaman modal terdiri dari: 
1. Sub bidang promosi; dan 
2. Sub bidang pembinaan dan pengawasan penanaman modal; 
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f. Tim teknis terpadu; dan 
g. Kelompok jabatan fungsional. 
Prosedur pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan 
kabupaten luwu utara berdasarkan keputusan bupati luwu utara nomor 
188.4.45/2/12013 tentang standar pelayanan perizinan pada badan 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal kabupaten 
luwu utara 
a. Jenis jenis perizinan 
 Melayani izin-izin yag menjadi izin utama dalam kegiatan 
investasi dengan mengacu kepada prinsip-prinsip 
penyederhanaan jumlah perizinan. 
b. Persyaratan  
Terdiri dari persyaratan administratif yang merupakan dokumen 
yang memuat identitas pemohon,  status legal atau tidaknya 
kegiatan usaha dan hak atas tempat usah yang digunakan, berupa 
Persyaratan yang diminta maksimal 5, terdiri dari 2 yang terkait 
dengan identitas pemohon, 1 pembayaran PBB tahu terakhir atau 
keterangan status kepemilikan tanah. 
Persyaratan teknis merupakan dokumen yang digunakan untuk 
menilai aspek teknis yang terkait dengan kegiatan usaha, misalnya 
uraian garis besar proyek, gambar sketsa tanah, gambar rencana 
bangunan, gambar situasi bangunan dan site plan.Persyaratan 
yang diminta maksimal hanya yang sesuai dengan kebutuhan 
teknis dan pengendalian perizinan. 
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c. Jangka Waktu 
Jangka waktu sesuai dengan yang ditetapkan di dalam peraturan 
bupati 
 Jangka waktu penyelesaian izin maksimal 14 hari sesuai 
dengan izin dan karakteristik izin 
 Untuk perizinan yang memerlukan pembahasan tim teknis 
ditetapkan maksimal 10 hari kerja 
 Untuk perizinan yang tidak memerlukan pembahasan tim 
teknis ditetapkan maksimal 3 hari kerja 
 Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, 
pemberitahuan penolakan harus diberitahukan kepada 
pemohon segera atau pada hari yang sama dengan waktu 
penolakan diputuskan. 
d. Biaya  
 Tersedia media-media informasi biaya lengkap meliputi semua 
aspek perhitungan biaya dan cara (rumusan) perhitungan. 
 Pemohon mendapatkan tata cara perhitungan tariff sebelum 
permohonan diproses 
 Pemohon hanya dikenakan biaya izin resmi sesuai dengan 
yang ditetapkan oleh peraturan daerah. 
e. Prosedur Perizinan 
- Penandatanganan : 
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 Penandatanganan dilakukan oleh kepala badan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal. 
- Pembayaran Biaya Izin 
 Pembayaran  yang dilakukan pada bank yang ditunjuk. 
 Tersedia bukti pembayaran 
 Petugas khusus yang berkompeten melayani dengan ramah 
dan sopan 
- Penyerahan dokumen izin 
 Tersedia loket pengambilan 
 Petugas khusus yang melayani dengan ramah dan sopan 
Mekanisme pengaduan pada badan pelayanan perizinan terpadu 
satu pintu dan penanaman modal diatur dalam keputusan bupati luwu 
utara nomor 188.4.45/3/4/2013 tentang mekanisme pelayanan pengaduan 
pelayanan perizinan usaha non usaha dan penanaman modal pada badan 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal, sebagai 
berikut : 
a. Pengaduan secara lisan 
1. Melalui telepon bagian informasi  
2. Melalui petugas loket pengaduan BPPTSPM kabupaten luwu 
utara 
b. Pengaduan secara tertulis 
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Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi dengan identitas 
pengadu (nama, alamat, dan bukti lainnya yang mendukung materi 
pengaduan yang akan disampaikan) dengan cara : 
1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada kepala 
BPPTSPM kabupaten luwu utara dengan diantar langsung 
(menemui petugas loket pengaduan) atau dikirim melalui pos 
ke alamat jalan simpurusiang nomor 27 masamba, kantor 
gabungan dinas lt 1; 
2. Mengisi form pengaduan yang disediakan di loket pengaduan, 
atau 
3. Melalui sms center 
c. Pengaduan secara online  
Melalui website: www.bpptspm_lutra.go.id 
Petugas layanan pengaduan merekapitulasi jumlah pengaduan 
yang diterima setiap bulan beserta tindak lanjutnya dan dilaporkan kepada 
bupati luwu utara. 
2. Dinas Pertambangan dan Energi 
Dinas pertambangan dan energy kabupaten luwu utara di bentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara 4 tahun 2012 
tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 10 
tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah. Dinas 
pertambangan dan energy mempunyai fungsi, yaitu : 
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a. Penyelenggaraan, pelayanan umum di bidang pertambangan 
dan energy; 
b. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, 
program dan kegiatan dinas; 
c. Penyelenggaraan evluasi program dan kegiatan dinas; dan 
d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh 
bupati. 
Dinas pertambangan dan energi kabupaten luwu utara mempunyai 
kewenangan dalam pengawasan kegiatan pertambangan di kabupaten 
luwu utara. Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya susunan 
organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, terdiri dari: 
1. Sub bagian umum dan kepegawaian; 
2. Sub bagian perencanaan dan pelaporan; 
3. Sub bagian keuangan; 
c. Bidang Geologi dan Migas terdiri dari: 
1. Seksi survei geologi dan migas; 
2. Seksi sumber daya geologi, dan 
3. Seksi mitigasi bencana; 
d. Bidang ketenagalistrikan, terdiri dari: 
1. Seksi pembinaan penguasaan ketenagalistrikan; 
2. Seksi teknik dan lingkungan ketenagalistrikan; dan 
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3. Seksi energy baru terbarukan dan konversi energi; 
e. Bidang pertambangan umum, terdiri dari: 
1. Seksi pengembangan dan pengusahaan pertambangan; 
2. Seksi penyiapan wilayah dan konservasi pertambangan; 
dan 
3. Seksi pemasaran; 
f. Bidang pengawasan, terdiri dari: 
1. Seksi pengawasan geologis dan migas; 
2. Seksi pengawasan ketenagalistrikan; dan 
3. Seksi pengawasan pertambangan umum; 
g. Kelompok jabatan fungsional 
Adapun peranan Dinas Pertambangan dalam Pelayanan izin 
Tambang Galian C adalah memberikan rekomendasi teknis kepada 
kepala BPPTSPM untuk menyetejui atau menolak izin yang di mohonkan 
oleh pemohon sesuai dengan  tugas dan fungsinya.  
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di kantorBadan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dan Dinas Pertambangan dan 
Energi  kabupaten luwu utara. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data 
untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yaitu dengan menggunakan 
penelitian secara langsung dengan mewawancarai kepala dinas perizinan 
dan kepala dinas pertambangan kabupaten luwu utara atau bahan 
pustaka, kepustakaan (library research), buku-buku, makalah, jurnal serta 
sumber tetulis yang relevan serta study cyber media (melalui internet) 
yang ada hubungannya dengan judul yang penulis telah ajukan. 
 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitan ini diperoleh dari 
perpustakaan dan dokumen resmi.Data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah data sekunder. Kedua jenis data tersebut diperlukan 
untuk menjawab permasalahan yang menjadi focus penelitian : 
1. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat 
dan merupakan landasan utama yang dipakai dalam rangka 
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penelitian ini, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah 
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan bahan yang memberi 
penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti risalah 
perundang-undangan, tulisan para ahli hukum dan konstitusi, 
jurnal ilmiah, laporan dan hasil penelitian, dan lain-lain 
3. Bahan yang berupa petunjuk maupun penjelasan mengenai 
bahan hukum primer dan bahan hukum primer yang berasal dari 
kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang 
dipergunakan untuk melengkapi maupun penunjang data 
penelitian. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam peneliian ini, 
baik yang bersifat primer maupun yang sekunder adalah data kualitatif, 
sehingga teknik analisis data yang digunakan juga menggunakan teknik 
kualitatif, dimana proses pongolahan data secara dedukatif, yakni dimulai 
dari dasar-dasar pengetahuan umum sebagai dasar analisis, kemudian 
meneliti hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga dari proses analisis ini 
kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Hubungan Wewenang BPPTSPM dengan Dinas Pertambangan 
dan Energi dalam Penerbitan Izin Tambang Galian C  
Dalam pembahasan pada bagian ini peneliti akan menguraikan 
tentang pola hubungan koordinasi dalam hubungan kewenangan antara 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal 
dengan Dinas Pertambangan dan Enegi Kabupaten Luwu Utara dalam 
Penerbitan Izin Tambang Galian C. Dalam melakukan tugas dan 
fungsinya,Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal mempunyai wewenang untuk melayani permohonan 
izin tambang sampai kepada pencetakan izin tambang galian C tersebut. 
Wewenang ini tidak sepenuhnya di pegang oleh BPPTSPM melainkan 
juga pada dinas terkait. Itulah sebabnya , kedua institusi ini mempunyai 
hubungan kewenangan dalam penerbitan izin tambang di Kabupaten 
Luwu Utara. 
Sebelum diberikan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu dan Penanaman Modal, kewenangan pemberian izin  tambang 
berada pada Dinas Pertambangan dan Energi, adapun prosedur 
pengurusan izin usaha pertambangannya, tidak jauh berbeda dari 
BPPTSPM, sebagai berikut: 
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1. Melengkapi syarat administratif: 
- Surat Permohonan  
- Surat Keterangan Domisili 
- Kartu Tanda Penduduk 
- Surat 
- Bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi; 
- Surat keterangan dari kecamatan setempat; 
- Surat keterangan dari kepala kelurahan/desa setempat; 
- Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setampat 
berkenaan dengan keberadaan tambang tersebut; 
- Peta lokasi dilengkapi dengan batas-batasnya; 
- Surat pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan lingkungan; 
- Foto Lokasi. 
2. Melengkapi syarat syarat teknis: 
- Uraian garis besar proyek; 
- Gambar/Sketsa Tanah; 
- Gambar rencana bangun Pertambangan; 
- Gambar situasi Pertambangan dan Site Plan; 
- AMDAL     
Setelah semuanya telah lengkap maka Dinas Pertambangan dan 
Energi Berkewajiban Untuk segera memproses permohonan izin 
pertambangan tersebut. Adapun rata rata penyelesaian satu izin 
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pertambangan galian C pada Dinas Pertambangan dan Energi sekitar 10 
– 15 hari kerja. 
Berikut mekanisme pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, berdasarkan 
Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/2012 tentang mekanisme 
pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu 
dan penanaman modal : 
1. Pemohon menuju ke loket pendaftaran untuk mencari informasi 
dan mendapatkan formulir pendaftaran 
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratan 
yang di butuhkan berdasarkan keputusan Bupati Nomor 
188.4.45/2/1/2013 tentang standar pelayanan perizinan pada 
badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman 
modal kabupaten luwu utara, misalnya untuk pendaftaran izin 
pertambangan galian C diharuskan untuk melengkapi syarat 
adminstratif, berupa: 
- Biodata (KTP) 
- Bukti kepemilikan hak atas tanah/lokasi; 
- Surat keterangan dari kecamatan setempat; 
- Surat keterangan dari kepala kelurahan/desa setempat; 
- Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setampat 
berkenaan dengan keberadaan tambang tersebut; 
- Peta lokasi dilengkapi dengan batas-batasnya; 
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- Surat pernyataan kesanggupan dalam pengelolaan 
lingkungan; 
- Foto Lokasi. 
3. Setelah itu pemohon memberikan kelengkapan formulir dan 
persyaratanya kemudian di setor ke back office BPPTSPM 
untuk dilakukan verifikasi syarat administratif perizinan 
pertambangan galian C. 
4. Setelah itu permohonan izin tersebut di berikan kepada tim 
teknis dari dinas terkait sebagai rekomendasi di terima atau 
tidaknya izin tersebut. 
5. Setelah disetujui oleh tim teknis staf BPPTSPM mencetak surat 
izin tersebut untuk di paraf oleh kabid perizinan dan kepala 
BPPTSPM 
6. Setelah itu pemohon dapat mendapatkan izinnya di loket 
penyerahan. 
1.  Wewenang BPPTSPM 
Wewenang Badan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.4.45/2012 
Tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Pada Badan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu 
Utara, dapat duraikan sebagai berikut: 
1. Pelayanan Permohonan Izin Tambang Galian C 
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- Memberikan Informasi dan Formulir Pendaftaran 
Pertambangan Galian C; 
- Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Permohonan. 
2. Memproses permohonan izin tambang galian C, memverifikasi 
berkas syarat administratif yang diperlukan untuk permohonan 
izin tambang galian C. 
3. Cetak surat izin dan pengadministrasian surat izin/ surat 
penolakan izin. 
Staf teknis di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal di bidang pertambangan sementara ini berasal dari 
Dinas Pertambangan dan Energi.Hal ini karena Dinas Pertambangan dan 
Energi yang memiliki kemampuan yang mampuh dan terlatih dalam 
penerbitan izin tambang galian C, serta profesional. 
2. Wewenang Dinas Pertambangan dan Energi dalam Penerbitan Izin 
Tambang Galian C 
Adapun wewenang Dinas Pertambangan dan Energi dalam 
penerbitan izin tambang galian C melalui Tim Teknis, berdasarkan 
Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/1/1/2013 tentang 
Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan Usaha , Non Perizianan 
Usaha dan Penanaman Modal Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara, sebagai 
Berikut: 
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a. Melaksanakan pemeriksaan teknis dilapangan dan membuat 
berita acara pemeriksaan serta membuat analisis/kajian sesuai 
bidangnya. 
b. Memberikan rekomendasi teknis kepada kepala BPPTSPM 
untuk menyetujui atau menolak izin. 
Dalam memjalankan tugasnya tim teknis itu dikoordinir oleh kepala 
BPPTSPM dan berpedoman pada standar operasional pelayanan pada 
BPPTSPM serta melaporkan hasil tugasnya kepada kepala BPPTSPM.  
Adapun syarat teknis yang diperiksa oleh tim  teknis Dinas 
Pertambangan Galian C, Berdasarkan keputusan Bupati Nomor 
188.4.45/2/1/2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan Usaha dan 
Penanaman Modal pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
dan Penanaman Modal Kabupaten Luwu Utara, adalh sebagai berikut: 
- Uraian garis besar proyek; 
- Gambar/Sketsa Tanah; 
- Gambar rencana bangun Pertambangan; 
- Gambar situasi Pertambangan dan Site Plan; 
- Rancangan tata letak instalasi mesin/peralatan dan 
perlengkapan  Pertambangan; 
- AMDAL. 
Kerja sama antara Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
dan Penanaman Modal dengan Dinas Pertambangan dan Energi terkait 
dengan penerbitan izin tambang galian C sudah dilakukan pada beberapa 
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jenis petambangan galian C. Hubungan wewenang tersebut dimaksudkan 
guna lebih memajukan pelayanan perizinan di kabupaten Luwu Utara, 
sesuai dengan pembentukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu dan Penanaman Modal. Sejak 1 Januari 2012 Koordinasi Badan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang 
pernah dilakukan dengan tim teknis Dinas Pertambangan dan Energi 
berjumlah 77, dari 5 jenis pertambangan galian C di kabupaten Luwu 
Utara.  
Jenis-jenis pertambang tersebut diantaranya pertambangan Batu 
Kali berjumlah 21 izin tambang, kerikil 3, pasir 25, tanah urug 9, dan sirtu 
19 izin tambang. 
Dalam hal pelayanan perizinan pertambangan galian C, jenis 
petambangan yang paling banyak dimohonkan adalah penambangan 
pasir, hal ini dikarenakan karakteristik Kabupaten Luwu Utara memang di 
aliri oleh banyak sungai yang berpasir. 
Setelah uraian tentang wewenang kedua instansi daerah tersebut 
diatas, maka dapat terlihat bahwa hubungan wewenang BPPTSPM 
dengan Dinas Pertambangan dan Energi dalam penerbitan izin tambang 
galian C adalah BPPTSPM berwenang dalam pelayanan permohonan 
izin, memeriksa kelengkapan syarat administratif dan mencetak izin 
sedangakan Dinas Pertambangan dan Energi berwenang dalam 
memproses permohonan izin dengan memeriksa persyratan teknis dari 
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pemohon serta memberikan rekomendasi kepada BPPTSPM menyetujui 
atau menolak izin.  
Prosedur pelyanan perizinan dari kedua instansi daerah tersebut 
tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya di pegang oleh dinas 
pertambangan dan energy hingga sekarang di pegang oleh badan 
palayananan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal. 
Menurut Muchtar Jaya, S.E., M.si pelayanan perizinan di Badan 
Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal hanya 
bersifat administratif saja, sedangakan yang menentukannya itu tetap 
pada Dinas terkait walaupun pencetakannya izinnya tetap di badan 
pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penandatanganannya oleh 
kepala BPPTSPM. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris dinas 
pertambangan dan Energi Ahmad Yani, ST dinas pertambangan dapat 
melakukan pengawasan terhadap izin Usaha Pertambangan sesuai 
dengan tugas dan fungsi yang telah diberikan. Pengawasan pada Dinas 
Pertambangan dan Energi ini diantaranya: 
1. Memantau jalannya usaha pertambangan, hal ini rutin dilakukan 
agar pemilik tambang tidak melanggar izin usaha pertambangan 
yang telah diberikan. 
2. Memeriksa kelengkapan berkas izin usaha pertambangan, hal 
ini dilakukan untuk mencegah munculnya tambang-tambang liar. 
3. Memberikan karcis pembayaran retribusi galian tambang,  
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Adapun sanksi-sanksi yang di berikan selama ini terhadap pemilik 
tambang selama ini seperti, membongkar muatan bahan galian tambang 
yang tidak membayar karcis untuk retribusi, memberikan surat teguran 
apabila pemilik usaha pertambangan terlambat dalam membayar retribusi.  
Kedua lembaga daerah tersebut berdasarkan peraturan daerah 
dapat dan atau berpeluang untuk memadukan fungsi kewenangannya 
bekerja sama dalam pelayanan publik utamanya dalam perizinan 
pertambangan, antara lain koordinasi, serta saling bertukar informasi 
seputar perizinan pertambangan yang lebih baik dan saling berbagi data 
tentang perkembangan permohonan izin  yang ditangani. Keduanya juga 
dapat saling melakukan sinkronisasi data yang didapat terkait dengan 
pelayanan perizinan agar masing-masing lembaga saling melengkapi jika 
ada data yang kurang. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BPPTSPM Muchtar 
Jaya, S.E., M.si dan Tim teknis dari DInas Pertambangan dan Energi 
Ardiansyah, S.T ada beberapa kendala yang terjadi berkaitan dengan 
pengurusan izin pertambangan galian C, diantaranya : 
1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
a. Masih kurangnya koordinasi dengan jajaran dinas terkait 
untuk mendukung tim teknis yang turun ke lapangan untuk 
memverifikasi permohonan perizinan yang kemudian 
mengeluarkan rekomendasi. Contoh pembuatan site plan 
yang menurut SOP batas waktu yang diperlukan adalah 3 
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(tiga) hari, namun seringkali dinas terkait memerlukan waktu 
yang lebih lama untuk menerbitkan sebuah rekomendasi, 
sehingga proses perizinan di BPPTSPM pun menjadi 
terhambat. 
BPPTSPM tidak memiliki kewenangan untuk 
mencabut/membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan 
apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam proses perizinan 
tersebut, melainkan harus melalui jalur hukum/ pengadilan. 
b. Secara umum praktek calo/ jasa orang ketiga masih dapat 
terjadi di BPPTSPM, karena masyarakat tidak punya waktu 
untuk mengurus perizinan sendiri. Pada dasarnya pihak 
BPPTSPM tidak keberatan dengan hal tersebut, karena 
BPPTSPM memberikan pelayanan bagi siapa saja yang 
membutuhkan, asalkan wajib dilampirkan dengan surat 
kuasa dari pemohon yang bersangkutan. 
2. Dinas Pertambangan dan Energi (Tim Teknis) 
a. Hanya ada 2 (dua) orang tim teknis dari dinas pertambangan 
dan energi yang melakukan pekerjaan untuk memverifikasi 
permohonan izin pertambangan galian C sedankan jumlah 
permohonan izin yang masuk sangat banyak. 
b. Tim teknis dari dinas pertambangan dan energi juga 
mempunyai jabatan penting di dinas pertambangan dan 
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energi sehingga seringkali hal ini dapat membebani 
kerjanya. 
c. Pembiayaan dari pekerjaan sebagi tim teknis belum jelas 
dalam peraturan daerah. 
B. Pelaksanaan wewenang BPPTSPM dengan Dinas 
Pertambangan dan Energi dalam mewujudkan pelayanan 
perizinan yang cepat, mudah, murah, dan berkepastian 
Pembahasan kali ini peneliti akan menguraikan pelaksanaan 
wewenang BPPTSPM dengan Dinas Pertambangan dan Energi dalam 
mewujudkan pelayanan Perizinan yang cepat, mudah, murah, dan 
berkepastian. 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala BPPTSPM 
Muchtar Jaya, S.E M.si Hubungan kewenangan antara kedua instansi 
pemerintah deaerah ini sangat membantu dalam mewujudkan pelayan 
perizinan yang cepat, mudah, murah, dan berkepastian. Misalnya dalam 
penerbitan izin tambang galian C yang semula pengurusannya pada 
Dinas Pertambangan dan Energi mencapai 10 hari kerja kini dengan 
dilimpahkannya kepada BPPTSPM dengan tetap berkoordinasi dengan 
Dinas Terkait penyelesaiannya paling lambat hanya sekitar 7 hari saja. 
Menurut kepala BPPTSPM Muchtar Jaya S.E.,M.si,. selama 
berdirinya BPPTSPM pelayanan perizinan di Kabupaten Luwu Utara 
menjadi lebih mudah dan tidak mempersulit lagi investor untuk 
menanamkan modalnya apa lagi BPPTSPM di beri kewenangan untuk 
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melayani semua bentuk perizinan di luwu utaran berdasarkan Peraturan 
Bupati No. 56 Tahun 2012, utamanya pada perizinan pertambangan 
galian C itu tidak di pungut biaya retribusi perizinan.  
Dari uraian tersebut maka pelayanan perizinan yang cepat, mudah, 
murah, dan berkepastian dapat diklasifikasinan, sebagai berikut: 
1. Cepat 
Perwujudan pelayanan perizinan yang cepat dapat dilihat dari 
dipercepatnya penyelesaian izin yang maksimal hanya 14 hari 
berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188.4.45/2/1/2013 tentang 
standar pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan 
terpadu satu pintu dan penanaman modal kabupaten luwu utara. 
Dan untuk perizinan tambang galian C itu rata-rata 
penyelesaiannya hanya 7 hari kerja saja. 
Adapun keterlamtan rekomendasi dari tim teknis biasanya masih 
dapat di terima karena biasanya keterlambatan tersebut hanya 
maksimal 2 (dua) hari dari target penyelesaian verifikasi syarat 
teknisnya, dan hal itu tidak melampaui dari ketentuan jangka 
waktu maksimal penyelesaian izin yakni 10 hari kerja untuk 
perizinan yang memerlukan pembahasan tim teknis. 
2. Mudah 
Pelayanan perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu itu tidak lebih mudah dari sebelumnya di pegang oleh dinas 
Pertambangan dan Energi, dikarenakan pelayanan perizinan 
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hanya berpindah instansi tapi prosedurnya tidak jauh berbeda dari 
sebelumnya  
3. Murah  
Pada pelayanan perizinan pertambangan galian C itu sama sekali 
tidak dipungut biaya retribusi perizinan. 
4. Berkepastian 
Perwujudan pelayanan perizinan yag berkepastian dapat dilihat 
dari mudahnya pemohon untuk mendapatkan informasi untuk 
mengajukan permohonan izin. 
Hal ini dibuktikan dengan banyaknya regulasi yang di buat oleh 
pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara, yang berkaitan 
dengan kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 
Penanaman Modal yang bertujuan untuk lebih memberi kepastian 
kepada pemohon izin tentang tata cara dan pelayanan perizinan 
di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah diuraikan di 
atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam hubungan kewenangan Badan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal dengan Dinas 
Pertambangan dan Energi di kabupaten Luwu Utara, yang 
berwenang untuk menerbitkan izin tambang Galian C tersebut 
adalah Badan Pelayanan Perzinan Terpadu Satu Pintu dan 
Penanaman Modal, tetapi dalam proses penyelesaian izinnya 
Dinas Pertambangan dan Energi sebagai tim teknis memiliki 
kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui izin yang di 
mohonkan oleh pemohon sebagai rekomendasi kepada kepala 
BPPTSPM. Selain sebagai tim teknis, Dinas Pertambangan dan 
Energi juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal 
dalam kinerjanya pada pelayanan Perizinan Usaha, Non 
Perizinan Usaha, dan Penanaman Modal. Seperti : 
a. Memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian 
terhadap kelancaran pelayanan perizinan usaha, non 
perizinan usaha dan penanaman modal pada BPPTSPM; 
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b. Memberikan petunjuk teknis, saran dan pertimbangan atas 
pelaksanaan pelayanan perizinan usaha, non perizinan usaha 
dan penanaman modal pada BPPTSPM; 
c. Melaksanakan rapat koordinasi atas penyelenggaraan 
pelayanan perizinan, non perizinan usaha dan penanaman 
modal pada BPPTSPM; 
d. Memantau perkembangan penyelenggaraan pelayanan 
perizinan usaha, non perizinan usaha dan penanaman modal 
pada BPPTSPM. 
2. Sejak dibentuknya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu 
Pintu dan Penanaman Modal ini tidak serta merta membuat 
pelayanan perizinan tambang galian C di kabupaten luwu utara 
menjadi lebih cepat karena prosedur pelayanan perizinan 
tambang galian C tersebut hanya berpindah dari Dinas 
Pertambangan dan Energi tetapi prosedurnya sama saja, karena 
masih melibatkan dinas pertambangan dan energy sebagai 
pemberi rekomendasi penerimaan atau penolakan izin. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sebaiknya wewenang 
pemberian izin tambang galian C diberikan sepenuhnya kepada 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman 
Modal dengan menarik tim teknis dari dinas pertambangan dan 
energy ke BPPTSPM, untuk lebih mempercepat pelayanan 
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perizinan karena dengan begitu pelayanan perizinan tambang 
galian C prosesnya hanya berada pada BPPTSPM, dan tidak di 
menunggu lagi rekomendasi tim teknis dari Dinas Pertambangan 
dan Energi. 
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Sumber – Sumber Lain 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 
Dan Batubara 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 
PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral dan Batubara 
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Pasca 
Tambang 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan 
Pemerintah Kabupaten/Kota. 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi 
Perangkat Daerah. 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 Tentang 
Perubahan atas peraturan daerah nomor 10 tahun 2008 tentang 
organisasi dan tata kerja dinas daerah. 
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu dan Penanaman Modal. 
Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/2/12013 tentang standar 
pelayanan perizinan pada badan pelayanan perizinan terpadu 
satu pintu dan penanaman modal 
Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/3/4/2013 tentang 
mekanisme pelayanan pengaduan pelayanan perizinan usaha 
non usaha dan penanaman modal pada badan pelayanan 
perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal 
